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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya hingga dapat 

diselesaikannya Statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta. Statuta Poltekkes 

Kemenkes Surakarta sebagai suatu upaya untuk berperan serta dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia dan membangun Negara Republik Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Statuta berfungsi sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan dan 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, rujukan pengembangan peraturan 

umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Poltekkes 

dan memberikan arah dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.   

Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 

demikan pesat dan persaingan global yang semakin ketat, maka menjadi salah satu 

tanggung jawab Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai lembaga pendidikan tenaga 

kesehatan, untuk mempersiapkan lahirnya tenaga kesehatan generasi muda yang 

profesional dan berdedikasi tinggi di bidangnya masing-masing. Untuk itu 

Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan bekal keyakinan dan tekad yang kuat ingin 

mensukseskan dan berperan aktif di bidang pendidikan tenaga kesehatan dalam 

rangka membentuk manusia seutuhnya melalui pembinaan pendidikan dan 

pengajaran serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

berdasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. 

Bertitik tolak dari keinginan luhur dan tekad yang kuat tersebut, maka 

Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan landasan kerja yang ditetapkan dalam 

bentuk Statuta, sebagai wahana formal yang siap mencetak tenaga profesional yang 

dapat mengantisipasi perkembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi yang 

semakin maju. 

Surakarta,      September 2019 

Poltekkes Kemenkes Surakarta 

Direktur, 

 

 

 

 

Satino, S.KM., MScN 

NIP. 19610102 198903 1 001 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :  

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatan. 

2. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

atau Badan PPSDM Kesehatan adalah unsur pendukung yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di 

bidang kesehatan. 

3. Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah perguruan tinggi yang 

berada di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 

4. Pendidikan Tinggi adalah jalur pendidikan dengan penekanan pada 

pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan 

yang kompeten, profesional dan  berbudaya. 

5. Pendidikan Vokasi adalah jenis pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan 

yang kompeten,   profesional dan berbudaya. 

6. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana atau 

sarjana terapan di Poltekkes Kemenkes Surakarta yang menyiapkan mahasiswa 

dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 

7. Dewan Pertimbangan adalah merupakan organ nonstruktural yang 

menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik Poltekkes Kemenkes 

Surakarta 

8. Dewan Pengawas adalah merupakan organ nonstruktural yang menjalankan 

fungsi pertimbangan non-akademik Poltekkes Kemenkes Surakarta 

9. Senat Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah merupakan organ nonstruktural 

yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan 

pelaksanaan kebijakan akademik 

10. Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk menjalankan 

fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekkes 

Kemenkes Surakarta. 

11. Wakil Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk membantu 

Direktur dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, administrasi umum, 

kemahasiswaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur 

12. Satuan Pengawas Internal adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan 

non-akademik untuk dan atas nama direktur, dipimpin oleh kepala yang berada 
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dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Poltekkes Kemenkes 

Surakarta 

13. Ketua Jurusan adalah dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diberikan 

tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam pelaksanaan Pendidikan 

Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program 

studi. 

14. Ketua Program Studi adalah dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta yang 

diberikan tugas tambahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu 

dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi. 

15. Kepala Pusat adalah dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diberikan 

tugas tambahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan 

mutu 

16. Kepala Unit adalah pegawai tetap Poltekkes Kemenkes Surakarta yang 

melaksanakan kegiatan pada unit penunjang sesuai karakteristik dan keilmuan 

yang dikembangkan oleh Poltekkes 

17. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan 

sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekkes 

Kemenkes Surakarta 

18. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa, merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan 

mengembangkan budaya akademik 

19. Warga adalah seluruh elemen yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa yang berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Surakarta 

20. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada direktur, mempunyai tugas melaksanakan 

pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi dalam satu atau beberapa 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya 

pendukung program studi. 

21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi. 

22. Pusat adalah unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan 

penjaminan mutu. 

23. Unit adalah unsur penunjang sesuai karakteristik dan keilmuan yang 

dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta 

24. Instalasi Penunjang adalahfasilitas penunjang penyelenggaraan operasional 

pendidikan Poltekkes Kemenkes Surakarta. 
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25. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruh perguruan 

tinggi yang ada di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat 

26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Politeknik yang 

memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain: 

pustakawan, arsip paris, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata 

teknik informasi 

28. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdafar secara resmi dan belajar di 

Poltekkes Kemenkes Surakarta 

29. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari salah satu program studi di 

Poltekkes Kemenkes Surakarta 

30. Rencana Strategis adalah rencana yang di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, 

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai 

dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan 

strategik Poltekkes Kemenkes Surakarta 

31. Rencana Kerja Tahunan adalah penjabaran atau turunan dari dokumen rencana 

startegi atau perencanaan jangka menengah 
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BAB II 

IDENTITAS 

 

Bagian Kesatu 

Nama dan Tempat Kedudukan  

 

Pasal 2 

(1) Perguruan tinggi ini bernama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Surakarta  

(2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta disebut dalam Bahasa Inggris The 

Ministry of Health Polytechnic Surakarta 

(3) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta disingkat dengan nama 

POLKESTA 

(4) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta berkedudukan di di 

Surakarta, Jawa Tengah 

 

Bagian Kedua 

Tanggal, Bulan dan Tahun Didirikan 

 

Pasal 3 

Poltekkes Kementerian Kesehatan didirikan di Surakarta pada tanggal 16 Bulan 

April Tahun 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

Nomor 298/MenkesKesos/ SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 

Kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            STATUTA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | 5 

Bagian ketiga 

Lambang / Logo 

 

Pasal 4 

(1) Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki lambang/logo berbentuk bunga berkelopak 

5 sebagaimana terlukis di bawah ini  

 

(2) Isi  : 4 balok batu bara berwarna hitam,  kobaran / nyala api di kanan – kiri 

berwarna merah, tempayan / bejana berisi air panas di atas tungku, kepala / ujung 

pena direbus dalam tempayan, 3 pilar dengan satu arah 

(3) Warna  merah, kuning, hitam, hijau 

(4) Makna lambang : 

a. 4 balok batu bara berwarna hitam merupakan lambang kesatuan / peleburan dari 

keempat jurusan yang berperan sebagai sumber api / sumber energi / sumber 

kekuatan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

b. Kobaran / nyala api di kanan – kiri berwarna merah melambangkan semangat 

yang berkobar. 

c. Tempayan / bejana berisi air panas di atas tungku merupakan tempat / wadah 

penggodokan, penggemblengan atau ibarat kawah candradimuka. 

d. Kepala / ujung pena direbus dalam tempayan melambangkan ilmu pengetahuan 

khususnya bidang kesehatan yang sedang ditempa / digodhok di dalam kawah 

candradimuka nya Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

e. 3 pilar dengan satu arah Lambang dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selalu 

diemban oleh suatu Intitusi Pendidikan Khususnya Poltekkes Kemenkes 

Surakarta. 
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Bagian Keempat 

Bendera / Pataka Poltekkes dan Jurusan 

 

Pasal 5 

(1) Bendera / Pataka Poltekkes  

a. Bentuk Bendera / pataka Poltekkes Empat persegi panjang. 

b. Ukuran Panjang dan lebar bendera 180 cm x 120 cm. 

c. Isi di tengah bendera logo Poltekkes Kemenkes Surakarta 

d. Warna bendera Hijau Emerald 

e. Makna dari bentuk dan warna melambangkan semangat universal yang tulus 

dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

f. Atribut-atribut lain ditetapkan dengan keputusan direktur  

 

Pasal 6 

(2) Bendera / Pataka Jurusan 

a. Bentuk bendera / pataka Poltekkes  

a) Pataka Jurusan Keperawatan sebagai berikut : 
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b) Pataka Jurusan Kebidanan sebagai berikut : 

 

c) Pataka Jurusan Fisioterapi sebagai berikut : 
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d) Pataka Jurusan Terapi Okupasi sebagai berikut : 

 

e) Pataka Jurusan Ortotik dan Prostetik  sebagai berikut : 
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f) Pataka Jurusan Akupunktur sebagai berikut : 

 

g) Pataka Jurusan Terapi Wicara sebagai berikut : 
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h) Pataka Jurusan Jamu sebagai berikut : 

 

i) Pataka Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan sebagai berikut : 
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b. Ukuran Panjang dan lebar bendera  

c. Isi ditengah bendera  

d. Warna bendera  

e. Makna dari bentuk dan warna  

f. Atribut-atribut lain ditetapkan dengan keputusan direktur 

 

Bagian Kelima 

Hymne dan Mars 

 

Pasal 7 

(1) Hymne Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah syair dan lagu yang mengungkapkan 

kebanggaan jati diri Poltekkes Kemenkes Surakarta, yang diperdengarkan pada 

upacara akademik sebagai lagu resmi Poltekkes Kemenkes Surakarta 
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HYMNE POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 

1 =                  Cipt : Setyadi Nugroho, SH, MH 

Lembut 

                                    ____      ____               ____          ____                           ____                ____     ____      ____ 

S. |   0    0    0    5<    1    2   |   3   8   5    4   8   2   |  3   8   1    1    1   |   1>   8   7    6    1>    7    6   |  

         Ku    mohon      kan   ke   ha   di       rat     Mu Dengan       Do a     tulus   dan  su- 

         Po   li     tek       nik    Ke   se      -      hat    an   Su  ra    kar     ta       yang kubangga 

            ____           _____               ____          ____         _____    _____         ____ 

S. |   5   8    8    8   |   4   8   3    2    3    4   |   59 89 3    1   8   3   |   2    3    4/    5    6   8   2   | 5 8 8 8 | 

      ci,                menyongsong   Masa      de -  panku,      Mengabdi       pada    Bangsa     ku,      

      kan              mem     bina     para      pe       ne   rus     per    juangan     seluruh   bang  sa               

                          ____    ____     ____                             ____          ____      ____ 

S. |   1>   8   7    6   1>    7   6   |   5   8   3    4    3   |   2    3    4    5    6    7<   |   1    8    8    8    | 

                 Te  kad  ku  te lah  men   ya  -  tu, sumbangkan  sluruh    jiwa    ra       ga   

    Ka     mi  smua  kan ber  kar    ya,  me no     pang ke ja  ya  an bang   sa 

       ____      ____                          ____      ____                         ____      ____    

S. |   2    1/    2    3    4    5    |   3    2    3    4    5    8   |   2    1/    2    3    4    5   |   3    8    8    8   | 

      Awal   langkahku   ku      mohon  pa da  Mu,         semua     pembimbing     ku  

      Ma sya  ra kan se hat      nan se  jah te  ra           semua     tanggung jawab ku 

                     ____      ____                          ____      ____                                   ____     ____      ____ 
S. |   2    1/    2    3    4    5   |   3    2    3    4    5   5   |    4/    8    6    2>    1>    6    7    |  5    8    8   {    5 

       Beri   kan   il   mu  tuk     bekal    hidupku,   di        da   lam     pengabdian        ku,              Tri- 

      Kami   ber sumpah dan  kami ber janji        me    ngab      di   i    bu   per   ti     wi               Do 

             ____      ____      ____                                ____          ____      ____                                    

S. |   1>    8    7    6    1>    7    6   |   5    8    3    4    3   |   2    3    4    5    6    7<   |  1   8    8   8    8    | 

     ma     ka sih ku        per sem bah kan    pada       mu  sluruh  pembimbing  ku        

      a       Res tu mu      ku   ha   rap  kan    da lam  me ngem ban tugas  mul   ya         
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Pasal 8 

(1) Mars Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah syair dan lagu untuk 

membangkitkan semangat dan persatuan civitas akademika Poltekkes 

Kemenkes Surakarta. 

 

MARS POLTEKKES SURAKARTA 

1:  

DI MARCIA 

Cipt : Setyadi Nugroho, SH, MH 

 

 

                     ______===     ______===                _____===   ______=== 

 3  3    3  8  2    3  8  4  |  5  8   0  1   1  8  3  |  5   1 >   1 >   6  |  7  8   8   8 |  

 K o b a r k a n l a h  s e m a  n g a t ,  P e n u h i  P a n g   g i  l a n  J i  w a  

             ______===         ______===                 _______===  ______===                  _______===           ___ 

 2  2    2  8  3  4  8  5  |  7  8  0  8  7  7  8  1  |  7  2 >  8  2 >   7  8  6  |  5  8  8  8  |  

 B e r p a c u  t u k    M e n g e j a r     P r e s t a s i  d i  d a l a m    b e r k a r y a  

             ______===           ______===              ______       _______===                  _______===    ______=== 

 3  3    3  8  2  3  8  4  |  5  8  0  3  3  8  5  |  1 >   3 >  2 >  8  1 >   7  8  5  |  6  8  8  8  |  

 K i t a  m e n u n t u t  i l m u ,    d a l a m  w a d a h  d a n  s a t u  n a u n g a n  

     ____   ______===      ______===                            ______===                             _______=== 

 6  8  4   6  8  7  1 >  8  2 > |  3 > 9 1 >  5  5  8  6  |  7  5   4 >   2 > 8 9 3 >  |  1 >  8  8  8  |  

 P o  l i   t e k n i k     K e s e   h a - t a n       S u   r a  k a r   t a   n a   j a  –   y a  

          ______===   _______===                                       ______===    ______=== 

 7   7   7  8  6   7  8  1 >   |  2 >  8  8  8  |  1 >  1 >  1 >  8  7   1 >  8  2 >  |  3 >  8  8  8  |  

 S a t u k a n l a h   T e k a d m u     s a l i n g  b a h u  m e m b a h u  

          ______===   _______===          ____===   _____===      

 7   7   7  8  6   7  8  1 >   |  2 >  8  0  2 >   2 >   3 >  |  4 >   4 >   3 >   2 >   |  1 >  8  8  8  |  

 d a l a m  m e n u n t u t  i l   m u  u  t a  m a  k a n  P r e s  t a  s i      m u  

          ______===   _______===                                      ______===    ______=== 

 7   7   7  8  6   7  8  1 >   |  2 >  8  8  8  |  1 >  1 >  1 >  8  7   1 >  8  2 >  |  3 >  8  8  8  |  

 J u n j u n g  a l m a m a t e r m u ,        s e b a g a i  b a l a s  b u d i  m u  

          ______===    _______===          ___===   _____===         ______=== 

 7   7   7  8  6   7  8  1 >   |  2 >  8  0  2 >   2 >   3 >  |  2 >   1 >  8  1 >  7   6   |  5  8  8  8  |  

 B a n g u n  s l u r u h  b a n g s a m u , B a n g s a  y a n g  s e h a t  s e j a h t e r a  

             ______===         ______===              ______         _______===                  _______===    ______=== 

 3  3    3  8  2  3  8  4  |  5  8  0  5  3  8  5  |  1 >   3 >  2 >  8  1 >   7  8  5  |  6  8  8  8  |  

 T a k k a n  p e r n a h    m e l e k a n g  s i a p  t a n g g a p  d a n  s l a l u  s i a g a  

 

 6   7    1 >    2 >  |  3 >   1 >   8  1 >   7  8  6    |  5  8  6   7  8  1 >   3 >  8  2 >  | 1 >  8  8  8  |  

 J a y a  t e   r u s    J a y a ,  J a y a l a h  u n t u k   s e p a n j a n g     M a  s a  
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Bagian Keenam 

Busana Akademik 

Pasal 9 

(1) Busana akademik Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas toga Jabatan dan 

toga wisudawan  

(2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang 

dikenakan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota senat yang berhak mengikuti 

prosesi. 

(3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara – 

upacara akademik, yakni sidang senat pada saat diesnatalis, sidang senat pada 

saat wisuda dan upacara penting lainnya 

(4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain berwarna 

hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang 

melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dan bagian 

tengah dilapisi bahan beludru berwarna hitam.  

(5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi 

jabatan dan kalung jabatan  

a. Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam 

berbentuk segi lima , sisi masing masing 20 cm, ditengahnya terdapat hiasan 

kuncir lilitan benang berwarna tali kuning dengan ujung benang biru. 

b. Kalung jabatan Ketua senat dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk 

rangkaian lambang Poltekkes terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas  

c. Kalung jabatan sekretaris dan anggota senat dikenakan di atas toga jabatan 

berbentuk rangkaian lambang Poltekkes terbuat dari logam tipis  berwarna 

putih perak. 
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(6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang 

dikenakan wisudawan, baik program DIII, Sarjana Terapan, profesi, Magister 

terapan.  

(7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain 

berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai bawah lutut, lengan Panjang 

dengan lebar yang merata, terdapat lipatan pada lengan atas dan punggung toga 

dan warna sleber (krah toga) yang berbeda (sesuai warna bendera pataka) setiap 

jurusan dan jenjang pendidikan. 

a. Toga Wisudawan Jurusan Keperawatan sebagai berikut : 

 

 

b. Toga Wisudawan Jurusan Kebidanan sebagai berikut : 
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c. Toga Wisudawan Jurusan Fisioterapi sebagai berikut : 

 

d. Toga Wisudawan Jurusan Terapi Okupasi  sebagai berikut : 

 

e. Toga Wisudawan Jurusan Ortotik dan Prostetik  sebagai berikut : 
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f. Toga Wisudawan Jurusan Akupunktur sebagai berikut : 

 

g. Toga Wisudawan Jurusan Terapi Wicara sebagai berikut : 

 

 

h. Toga Wisudawan Jurusan Jamu sebagai berikut : 
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i. Toga Wisudawan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan sebagai berikut : 

 

(8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan 

topi wisudawan yang berbentuk , ukuran, dan warna sama dengan topi jabatan 

dan kuncir wisudawan berwarna hitam. 

(9) Jas resmi mahasiswa Poltekkes (Jas Almamater) berwarna Hijau pada bagian 

sebelah kiri terdapat logo Poltekkes 

(10) Busana seragam mahasiswa setiap jurusan ditentukan oleh Direktur Poltekkes 

Kemenkes Surakarta. 

(11) Busana resmi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hari Senin dan Kamis 

menggunakan seragam Kementerian Kesehatan, hari Selasa dan Jumat 

menggunakan batik, hari Rabu menggunakan lengan panjang berdasi untuk pria 

dan blazer untuk wanita. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 

 

Bagian Kesatu 

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan  

 

Paragraf 1 

Program Pendidikan yang Diselenggarakan  

 

Pasal 10 

(1) Poltekkes Kemenkes Surakarta menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi 

Kesehatan antara lain Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Pendidikan 

Profesi.  

(2) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan.  

(3) Program pendidikan vokasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) adalah 

Diploma Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Terapi Okupasi, Ortotik dan 

Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Jamu, Analisis Farmasi dan Makanan 

dan Farmasi. 

(4) Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan setelah Pendidikan 

Sarjana atau Sarjana Terapan yang mempersiapkan peserta didik untuk 

memiliki keahlian khusus.  

(5) Program Pendidikan Profesi sebagaimana disebutkan pada ayat (4) adalah 

Profesi Keperawatan, Kebidanan, dan Fisioterapi. 

Paragraf 2 

Jurusan dan Program Studi 

 

Pasal 11 

(1) Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri dari 9 Jurusan 17 Program Studi  

(2) Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki 17 Program Studi (Prodi), yaitu :  

a. Prodi Keperawatan Program Diploma Tiga;  
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b. Prodi Keperawatan  Program Sarjana Terapan – Pendidikan Profesi Ners 

Program Profesi;  

c. Prodi Kebidanan  Program Diploma Tiga;  

d. Prodi Kebidanan  Program Sarjana Terapan – Pendidikan Profesi Bidan 

Program Profesi;  

e. Prodi Fisioterapi  Program Diploma Tiga;  

f. Prodi Fisioterapi Program Sarjana Terapan - Pendidikan Profesi 

Fisioterapis Program Profesi;  

g. Prodi Terapi Okupasi Program Diploma Tiga;  

h. Prodi Terapi Okupasi Program Sarjana Terapan;  

i. Prodi Terapi Wicara Program Diploma Tiga;  

j. Prodi Terapi Wicara dan Bahasa Program Sarjana Terapan;  

k. Prodi Ortotik dan Prostetik Program Diploma Tiga;  

l. Prodi Ortotik dan Prostetik Program Sarjana Terapan;  

m. Prodi Akupunktur Program Diploma Tiga;  

n. Prodi Akupunktur dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan;  

o. Prodi Jamu Program Diploma Tiga; 

p. Prodi Farmasi Program Diploma Tiga; 

q. Prodi Analisis Farmasi dan Makanan Program Diploma Tiga. 

(3) Poltekkes Kemenkes Surakarta dapat mengembangkan dan menambah jumlah 

dan jenis Jurusan/Program Studi selaras dengan kebutuhan stakeholder 

dan regulasi di bidang kesehatan; 

(4) Pengembangan dan penambahan jurusan/Program Studi dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

 

Paragraf 3 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Pasal 12 

Poltekkes Kemenkes Surakarta menjamin suatu sistem penerimaan 

mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, 

transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan  



 
                                            STATUTA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | 21 

Pasal 13 

(1) Pola penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Surakarta dilakukan 

secara nasional  dan mandiri 

(2) Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan penerimaan mahasiswa baru 

jenjang Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Profesi  

(3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui:  

a. Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) 

b. Jalur Uji Tulis (Umum dan Gakin)  

c. Seleksi penerimaan Jalur Alih Jenjang dan Profesi  

(4) Mekanisme pelaksanaan Sipenmaru mengacu pada Petunjuk Teknis dari Badan 

PPSDM dan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 

(5) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan 1 kali atau lebih dalam satu tahun 

akademik 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur 

Poltekkes Kemenkes Surakarta 

 

Pasal 14 

(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes 

Surakarta setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes 

Surakarta 

 

Paragraf 4 

Sistem Perkuliahan dan Kalender Akademik 

 

Pasal 15 

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta menggunakan 

satuan kredit semester (sks) sebagai berikut : 

a. Beban Studi Program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) 

sks, masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.  
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b. Beban Studi Program Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat 

puluh empat) sks, masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.  

c. Beban Studi Program Profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks, masa 

studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.  

(2) Kalender Akademik secara garis besar memuat :  Penerimaan Mahasiswa Baru, 

Her-registrasi, Perkuliahan, Monitoring dan Evaluasi, Ujian Tengah Semester, 

Ujian Akhir Semester, Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk One Team One 

Family Community Internship Program Interprofessional Education and 

Collaboration (OTOF CIPIPEC), Uji Kompetensi, Yudisium dan Wisuda. 

Kalender Akademik secara detail dijabarkan pada masing-masing program 

studi.  

(3) Penyelenggaraan perkuliahan : tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan 

mandiri (seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, 

dan atau perkuliahan umum, penggunaan multimedia, Praktik Klinik, Praktik 

Kerja lapangan, kegiatan Ko kurikuler, dan sebagainya) 

a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, 

terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester.  

b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang 

sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu 

per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 

semester.  

c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran.  

d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu per semester.  
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(4) Pelaksanaan perkuliahan berdasarkan Tahun Akademik yang dijabarkan dalam 

kalender akademik 

(5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) 

semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri 

atas 16 minggu termasuk evaluasi. 

(6) Diantara semester genap dan semester gasal dapat diselenggarakan semester 

antara untuk remedial/pengayaan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

kalender Akademik sebagimana pada ayat (4) serta semester antara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Poltekkes 

Kemenkes Surakarta 

 

Paragraf 5 

Kurikulum 

 

Pasal 16 

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta menggunakan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang dikembangkan oleh Program Studi 

sesuai dengan kebutuhan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup 

pengembangan kecerdasan Intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.; 

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) seperti yang dimaksud pada ayat (1) 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi.  

(3) Kurikulum Program Studi merupakan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang 

berisi profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdiri dari 

Capaian Sikap, Keterampilan Umum, keterampilan Khusus dan pengetahuan 

yang ditambahkan sejumlah bahan kajian dan merupakan bagian dari 

kurikulum Program Studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur 

Poltekkes Kemenkes Surakarta; 
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(4) Penambahan bahan kajian yang dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada 

kebutuhan masyarakat/stakeholder  dengan memperhatikan issue global dan 

sesuai dengan visi dan misi keilmuan Program Studi. 

Paragraf 6 

Penilaian Hasil Belajar 

Pasal 17 

(1) Penilaian hasil belajar yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah 

sistem penilaian komprehensif dengan menggunakan berbagai metode. 

(2) Pencapaian kompetensi yang digunakan adalah Orientasi Penilaian Acuan 

Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat 

menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut, bilamana 

diperlukan penilaian hasil belajar dapat menggunakan Penilaian Acuan 

Normatif (PAN) yaitu penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa 

terhadap hasil dalam kelompoknya.  

(3) Proses pembelajaran dimonitor dan dinilai diantaranya melalui kuis, tugas, 

praktikum, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan partisipasi 

kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan oleh Direktur 

Poltekkes Kemenkes Surakarta 

(5) Penilaian hasil belajar pada akhir semester ditentukan melalui yudisium 

(6) Yudisium merupakan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah 

diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta 

memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama 

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada 

program studi sesuai perundangan yang berlaku. 

Paragraf 7 

Administrasi Akademik 

 

Pasal 18 

(1) Ketentuan mengenai administrasi akademik diatur dalam buku panduan 

akademik yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta. 
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(2) Buku panduan Akademik sebagaimana tercantum pada ayat (1) memuat 

paling tidak: 

a. Registrasi/rencana studi 

b. Hasil studi  

c. Bimbingan akademik  

d. Bimbingan tugas akhir  

e. Transkrip  

f. Sertifikat kompetensi  

g. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)  

h. Cuti akademik 

Paragraf 8 

Ijazah, Transkrip Akademik dan Sertifikat 

 

Pasal 19 

(1) Ijazah merupakan dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian 

suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh 

Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

(2) Transkrip akademik merupakan kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif 

yang telah di tempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan 

studinya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan 

yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surakarta 

(3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang 

memuat informasi tentang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dalam 

suatu Program Studi di Poltekkes Kemenkes Surakarta 

(4) Sertifikat Kompetensi (Serkom) merupakan dokumen pengakuan kompetensi 

atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya 

dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya dikeluarkan oleh Direktur 

bekerjasama dengan Organisasi Profesi 

(5) Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai 

pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan 
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pendidikan Profesi dikeluarkan oleh Direktur bekerjasama dengan Organisasi 

Profesi.  

(6) Blanko ijazah dan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

(7) Ijazah ditandatangani  oleh pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(8) Bentuk, ukuran, isi dan bahan ijazah dan sertifikat, diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Paragraf 9 

Bahasa Pengantar 

 

Pasal 20 

(1) Bahasa pengantar perkuliahan untuk kelas regular adalah Bahasa Indonesia dan 

dapat ditambah menggunakan bahasa asing lainnya sesuai dengan capaian 

pembelajaran pada masing- masing program studi. 

(2) Bahasa pengantar untuk kelas rintisan internasional dapat menggunakan 

Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran 

pada masing-masing program studi  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahasa pengantar ditentukan oleh Direktur 

Poltekkes Kemenkes Surakarta 

 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian 

 

Pasal 21 

(1) Kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta mengikuti pedoman 

yang ditetapkan oleh Pusdiklat Badan PPSDM Kesehatan dan mengacu pada 

peraturan dari Kemenristekdikti serta pengembangan institusional, bilamana 

diperlukan Poltekkes Kemenkes Surakarta dapat mengembangkan pedoman 

penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta. 
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(2) Kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan proses 

yang dimulai dari pengajuan usulan proposal, seleksi proposal, penyusunan 

protokol, pengajuan ke komisi etik, pengajuan MoU, penetapan surat 

keputusan, perijinan, pelaksanaan penelitian, pelaporan dan desiminasi hasil 

penelitian 

(3) Poltekkes Kemenkes Surakarta mengembangkan kegiatan penelitian dengan 

tujuan mengembangkan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang 

kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh dosen dan dapat mengikutsertakan 

keterlibatkan mahasiswa 

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan baik secara 

mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta maupun melalui MoU 

(5) Poltekkes Kemenkes Surakarta mendukung, memfasilitasi dan mendorong 

kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik 

dan tanggung jawab akademik sivitas akademika. 

(6) Publikasi hasil penelitian dilaksanakan melalui : monograf, buku referensi, 

majalah ilmiah (nasional dan internasional), seminar (nasional dan 

internasional), presentasi poster dan dimuat pada jurnal terakreditasi atau 

bereputasi, serta di HKI/Paten. 

(7) Hasil penelitian sebagai mana dimaksud ayat (6) yang dipatenkan untuk 

dimanfaatkan industri, teknologi tepat guna yang hasilnya dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar. 

(8) Pemanfaatan hasil penelitian langsung diaplikasikan dalam peningkatan 

metode proses belajar mengajar, pengabdian kepada masyarakat berbasis 

hasil penelitian, peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit serta 

sebagai bahan pertimbangan di tingkat suku dinas kesehatan dalam 

mengambil kebijakan program, dibuat produk hasil penelitian.  

(9) Poltekkes Kemenkes Surakarta berhak menggunakan pendapatan yang 

diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk 

pengembangan Poltekkes Kemenkes Surakarta sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pasal 22 

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Surakarta 

mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pusdiklat Badan PPSDM 

Kesehatan dan mengacu pada peraturan dari Kemenristekdikti serta 

pengembangan institusional, bilamana diperlukan Poltekkes Kemenkes 

Surakarta dapat mengembangkan pedoman pengabdian kepada masyarakat 

yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Surakarta 

merupakan seluruh proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum sesuai dengan bidang 

profesinya. 

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan membantu dan 

memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan agar masyarakat hidup sehat 

dan mandiri.  

(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan oleh dosen dan 

dapat mengikutsertakan mahasiswa. 

(5) Poltekkes Kemenkes Surakarta mengembangkan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat baik secara mandiri, mendapat anggaran dan bekerjasama dengan 

pihak lain.  

(6) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika 

yaitu pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan dapat diselenggarakan 

atas permintaan masyarakat berdasarkan permasalahan kesehatan yang ada di 

masyarakat maupun dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk One 

Team One Family Community Internship Program Interprofessional 

Education and Collaboration (OTOF CIPIPEC). 

(7) Tata cara penyelenggaraan pengabdian masyarakat dimulai dari pengkajian 

kebutuhan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi . 
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(8) Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui 

jurnal, seminar, majalah, surat kabar dan website Poltekkes Kemenkes 

Surakarta. 

(9) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan 

Poltekkes Kemenkes Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Bagian Keempat 

Kode Etik dan Etika Akademik 

                          

Pasal 23 

(1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus 

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode etik dosen, kode 

etik mahasiswa dan kode etik pegawai 

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai aturan 

hukum, perilaku, bersikap, berpenampilan di dalam kampus 

(4) Warga kampus yang melakukan pelanggaran kode etik akan diproses oleh 

Komite Etik yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur  

(5) Warga kampus yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh 

Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta  

 

Bagian Kelima 

Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan  

 

Pasal 24 

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan. 
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(2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 

keilmuan di Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan hak dan kewenangan 

yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh 

Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab 

melalui pelaksanaan Tri Dharma. 

(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan 

wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab 

mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 

(5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 

otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau 

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan 

budaya akademik 

(6) Poltekkes Kemenkes Surakarta menjunjung tinggi hakikat  kaidah keilmuan 

yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik sivitas akademika 

dengan berpedoman pada norma, kaidah dan prestasi akademik. 

 

Bagian Keenam 

Gelar dan Penghargaan 

 

Paragraf 1 

Gelar 

Pasal 25 

(1) Lulusan program pendidikan dapat diberikan hak untuk menggunakan 

gelar; 
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(2) Poltekkes Kemenkes Surakarta memberikan gelar vokasi dan gelar profesi 

kepada lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam ijazah dan surat 

keterangan pendamping ijazah; 

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud di ayat (2) dicantumkan dalam sertifikat 

profesi; 

(5) Pemberian gelar dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 2 

Penghargaan 

Pasal 26 

(1) Poltekkes dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau 

lembaga  

(2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagaimana   

dimaksud   pada   ayat (1), yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan 

dan/atau berjasa terhadap pendidikan   

(3) Penghargaan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 

untuk lembaga yang berjasa terhadap Pendidikan 

(4)  Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan dari  

Senat. 

 

Bagian Ketujuh 

Wisuda dan Sumpah Profesi 

 

Pasal 27 

(1) Wisuda adalah kegiatan sidang senat terbuka sebagai proses pelantikan 

kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh program pendidikan. 



 
                                            STATUTA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | 32 

(2) Rangkaian Acara Wisuda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai 

berikut : 

a. Pembukaan Sidang Senat Terbuka oleh Ketua Senat 

b. Laporan Pendidikan oleh Direktur/Pejabat yang ditunjuk 

c. Pembacaan Surat Keputusan Penetapan Lulusan  

d. Penyerahan Ijazah dan Pengukuhan Lulusan 

e. Prosesi Angkat Sumpah dan Pelantikan sebagai Tenaga Kesehatan oleh 

Eselon I/Eselon II/Direktur/Pejabat lain yang ditunjuk 

f. Penutupan Sidang Senat Terbuka oleh Ketua Senat 

 

Pasal 28 

(1) Sumpah Profesi adalah sumpah yang dilakukan oleh lulusan program studi di 

lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang akan menjalani 

profesinya secara resmi.  

(2) Sumpah Profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 

prosesi wisuda dan dilakukan oleh Organisasi Profesi. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumpah&action=edit&redlink=1


 
                                            STATUTA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | 33 

BAB IV 

SISTEM PENGELOLAAN 

 

Bagian Kesatu 

Visi dan Misi Perguruan tinggi 

 

 Pasal 29 

Poltekkes Kemenkes Surakarta mempunyai visi yaitu menjadi institusi 

pendidikan tinggi yang unggul kompetitif bertaraf internasional tahun 2035. 

Pasal 30 

Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk mewujudkan visi yang telah 

disusun adalah sebagai berikut:  

(1) Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan 

kompetitif sebagai center of excellent.  

(2) Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.  

(3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat 

dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.  

(4) Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel 

dengan jaminan mutu.   

(5) Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun  

internasional.  

(6) Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.  

 

Pasal 31 

Poltekkes Kemenkes Surakarta mempunyai tujuan yaitu : 

(1) Terwujudnya lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar 

global.  

(2) Terwujudnya karya-karya penelitian sebagai landasan penyelenggaraan 

pendidikan dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan.  
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(3) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.  

(4) Terwujudnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan 

Mutu Eksternal (SPME) dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pendidikan yang 

Akuntabel.  

(5) Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup Regional, Nasional, 

dan Internasional untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

(6) Terwujudnya produk dan jasa melalui kegiatan kewirausahaan dan deversifikasi 

usaha di bidang kesehatan. 

 

Pasal 32 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dijabarkan lebih lanjut dalam 

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Poltekkes 

Kemenkes Surakarta. 

Bagian Kedua 

Organisasi Poltekkes 

 

Paragraf 1 

Susunan Organisasi 

  

Pasal 33 

(1) Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Surakarta, terdiri atas:  

a. Dewan Pengawas;  

b. Senat;  

c. Direktur; dan  

d. Satuan Pengawas Internal.  
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Paragraf 2 

Dewan Pengawas 

 

Pasal 34 

(1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a 

merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan 

nonakademik Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

(2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Poltekkes Kemenkes 

Surakarta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis secara 

internal di Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

(3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian 

Kesehatan dan Masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. 

 

Pasal 35 

(1) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1), Dewan Pengawas bertugas:  

a. Menentukan arah kebijakan Poltekkes Kemenkes Surakarta;  

b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis bisnis;  

c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana bisnis anggaran;  

d. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan;  

e. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;  

f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban mahasiswa;  

g. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Poltekkes Kemenkes 

Surakarta; dan 

h. Memberikan pendapat dan saran terkait tata kelola, rencana strategis bisnis 

dan rencana bisnis anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja 
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Paragraf 3 

Senat 

 

Pasal 36 

(1) Senat adalah organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, 

pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. 

(2) Senat Poltekkes Kemenkes Surakarta ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM 

Kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan. 

(3) Senat Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas :  

a. Ketua Senat merangkap anggota;  

b. Sekretaris Senat merangkap anggota;  

c. Anggota Senat, meliputi:  

1) Direktur dan Para Wadir;  

2) Para Ketua Jurusan;  

3) Perwakilan Dosen; dan  

4) Perwakilan Pejabat Struktural dari Badan PPSDM Kesehatan (ex 

officio)  

(4) Apabila dalam perjalanan periode masa kerja senat, terjadi pergantian jabatan 

Direktur, Wadir dan Kajur, maka secara otomatis pejabat baru menduduki 

jabatan di senat sebagaimana yang digantikan. 

(5) Apabila dalam perjalanan periode masa kerja senat berdiri Jurusan baru, 

keanggotaannya di dalam senat diakomodir pada masa kerja senat periode 

berikutnya. 

(6) Periode masa jabatan Anggota Senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembai untuk periode berikutnya 

 

Pasal 37 

Tugas dan kewenangan Senat Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah sebagai 

berikut: 

1. Penetapan kebijakan, etika, dan kode etik akademik; 

2. Pengawasan terhadap: 
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a. Penetapan etika akademik dan kode etik sivitas akademika; 

b. Penetapan ketentuan akademik; 

c. Pelaksanaan penjaminan mutu Poltekkes paling sedikit mengacu pada 

standar nasional pendidikan tinggi; 

d. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan; 

e. Pelaksanaan tata tertib akademik; 

f. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; 

g. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur Poltekkes; 

4. Pemberian pertimbangan kepada Direktur Poltekkes dalam pembukaan dan 

penutupan program studi; 

5. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan 

penghargaan akademik; 

6. Pemberian pertimbangan kepada Direktur Poltekkes dalam pengusulan 

profesor; dan 

7. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika, 

kode etik, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur 

Poltekkes. 

 

Pasal 38 

(1) Susunan keanggotaan senat Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas: 

a. Direktur; 

b. Wakil Direktur; 

c. Ketua Jurusan; 

d. Perwakilan dosen; 

e. Unsur Badan PPSDM Kesehatan. 

(2) Jumlah anggota senat dari setiap jurusan 5 orang  

(3) Susunan keanggotaan senat terdiri dari: 

a. Ketua merangkap anggota; 
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b. Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. Anggota. 

(4) Ketua Senat dijabat oleh Direktur. 

(5) Ketua, Sekretaris, dan anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 

Badan PPSDM Kesehatan atas usulan Direktur Poltekkes. 

 

Pasal 39 

Persyaratan keanggotaan dan masa jabatan senat sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

 

Pasal 40 

(1) Sidang senat terdiri dari sidang tertutup dan sidang terbuka. 

(2) Sidang senat tertutup adalah sidang senat yang terbatas dihadiri oleh anggota 

senat Poltekkes Kemenkes Surakarta 

(3) Sidang senat terbuka adalah sidang senat yang dapat dihadiri oleh selain 

anggota senat Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

(4) Sidang senat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang 

senat ditetapkan oleh Ketua Senat. 

 

Paragraf 4 

Direktur, Wakil Direktur dan bagian-bagiannya 

 

Pasal 41 

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai 

tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan 

hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu : 

a. Wakil Direktur; 

b. Bagian dan/atau Subbagian; 

c. Jurusan/Program Studi;  
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d. Pusat; dan 

e. Unit. 

(3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Sekjen Kemenkes melalui 

pertimbangan Kepala Badan PPSDM Kesehatan setelah diusulkan oleh Senat 

Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

(4) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan akan dievaluasi secara 

berkala setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 

(5) Tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, Direktur menyampaikan LPJ 

pelaksanaan tugas Direktur di hadapan Senat. 

(6) Direktur dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) 

kali masa jabatan. 

(7) Mekanisme pemilihan dan penetapan Direktur sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku;  

(8) Syarat-syarat calon Direktur adalah sebagai berikut : 

a. Dosen tetap dengan jabatan Lektor, minimal Golongan III d; 

b. Jenjang pendidikan S2 kesehatan atau S2 lain yang relevan dengan 

bidang tugasnya, dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir; 

c. Berpengalaman sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun di 

lingkungan Poltekkes ; 

d. Sehat jasmani dan  rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter pemerintah; 

e. Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar; 

f. Usia saat pencalonan pemilihan maksimal 58 (lima puluh delapan) 

tahun; dan 

g. DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik. 

(9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  direktur 

menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes 

Surakarta;  
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b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi;  

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;  

d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan 

lingkungan;  

e. pelaksanaan kerja sama;  

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan  

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

 

Pasal 42 

(1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur Poltekkes Kemenkes 

Surakarta dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur.  

(3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :  

a. Wakil Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Direktur I 

b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya 

disebut Wakil Direktur II  

c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, 

selanjutnya disebut Wakil Direktur III  

Pasal 43 

Tanggung jawab dan kewenangan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 

(1) Menyusun statuta  beserta  perubahannya  untuk  diusulkan kepada Menteri 

setelah mendapat persetujuan organ perguruan tinggi; 

(2) Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang; 

(3) Menyusun  dan/atau  mengubah  rencana  strategis  5  (lima) tahun; 

(4) Menyusun dan/atau mengubah  rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana 

operasional); 

(5) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat   sesuai   

dengan   rencana   kerja   dan   anggaran tahunan; 
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(6) Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah 

pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

(7) Menjatuhkan  sanksi  kepada  sivitas  akademika  dan  tenaga kependidikan 

yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan 

akademik berdasarkan rekomendasi Senat; 

(8) Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan 

pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(9) Membina  dan  mengembangkan  pendidik  dan  tenaga kependidikan; 

(10) Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; 

(11) Mengelola  anggaran  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-

undangan; 

(12) Menyelenggarakan   sistem   informasi   manajemen   berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri 

Dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, 

kemahasiswaan, dan kealumnian; 

(13) Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban 

penyelenggaraan Tri Dharma kepada Menteri; 

(14) Mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri; 

(15) Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, 

pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi, dan 

masyarakat; 

(16) Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta 

kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma perguruan 

tinggi; dan 

(17) Tugas lain sesuai kewenangan. 
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Pasal 44 

Tanggung jawab dan kewenangan Wakil Direktur 

(1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(3) huruf a mempunyai tugas membantu direktur memimpin pelaksanaan dan 

pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

(2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b mempunyai tugas 

membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang 

administrasi umum dan keuangan, serta mengusahakan pemeliharaan, 

perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

(3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu 

direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang 

kemahasiswaaan, termasuk pembinaan dan pelayanan kesejahteraan 

mahasiswa, serta hubungan dengan para alumni. 

(4) Wakil Direktur dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 

(dua) kali masa jabatan berturut-turut pada posisi yang sama. 

Pasal 45 

Tanggung jawab dan kewenangan Bagian dan Sub Bagian 

(1) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) 

huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes Kemenkes 

Surakarta yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh 

unsur di lingkungan Poltekkes. 

(2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh seorang kepala. 
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Pasal 46 

(1)  Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes Surakarta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan oleh bagian 

akademik dan umum. 

(2)  Bagian akademik dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, 

kemahasiswaan, keuangan dan barang milik negara (BMN), kepegawaian, 

dan umum. 

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian 

akademik dan umum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran kegiatan Poltekkes Kemenkes Surakarta; 

b. penyiapan bahan administrasi akademik; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerjaama; 

d. pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni;  

e. pengelolaan data dan informasi; 

f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; 

g. pelaksanaan urusan keuangan; 

h. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang dan 

jasa; 

i. penataan organisasi dan tata laksana; 

j. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 

l. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan 

perlengkapan Poltekkes Kemenkes Surakarta. 
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Pasal 47 

Bagian akademik dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 

(2) terdiri atas:   

a. Subbagian administrasi akademik; 

b. Subbagian administrasi kemahasiswaan, alumni dan kerja sama; 

c. Subbagian keuangan dan barang milik negara; dan 

d. Subbagian kepegawaian dan umum.  

 

Pasal 48 

(1)   Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik 

dan pengelolaan data dan informasi.  

(2)   Subbagian administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 huruf  b mempunyai tugas melakukan urusan 

administrasi kemahasiswaan dan alumni dan penyiapan bahan administrasi 

kerja sama;  

(3)   Subbagian keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, pengelolaan 

barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang dan jasa.  

(4)  Subbagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian, hubungan 

masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.  

  

Pasal 49 

Tanggung jawab dan kewenangan Jurusan 

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan 

unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

direktur. 
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(2) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan 

profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian tertentu pengelolaan sumber daya pendukung program studi. 

(3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes ditetapkan oleh Kepala 

Badan PPSDM Kesehatan 

 

(4) Unsur jurusan di Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas:  

a. Ketua jurusan; 

b. Sekretaris jurusan; 

c. Program studi; 

d. Laboratorium/bengkel praktek/workshop; dan  

e. Kelompok jabatan fungsional dosen. 

(3) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Kelompok 

Dosen sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur.  

(4)  Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa 

jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dan akan dievaluasi 

kinerjanya secara berkala setiap tahun;  

(4)  Ketua Jurusan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 

2 (dua) kali masa jabatan berturutan pada jurusan yang sama;  

(5)  Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes 

Surakarta;  

(6)  Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris 

Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen.  

Pasal 50 

Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki 9 Jurusan, yaitu:  

1. Jurusan Keperawatan  

2. Jurusan Kebidanan  

3. Jurusan Fisioterapi  

4. Jurusan Terapi Okupasi 
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5. Jurusan Terapi Wicara  

6. Jurusan Ortotik dan Prostetik   

7. Jurusan Akupunktur  

8. Jurusan Jamu  

9. Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan 

 

Pasal 51 

(1)  Penunjukan Sekretaris Jurusan dilaksanakan setelah penetapan Ketua 

Jurusan;  

(2)  Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekkes 

Kemenkes Surakarta atas usulan Ketua Jurusan dan akan dievaluasi 

kinerjanya secara berkala setiap tahun;  

(3)  Masa jabatan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa 

jabatan Ketua Jurusan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh 

lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutan pada jurusan yang sama; 

 

Bagian Ketiga 

Program Studi 

Pasal 52 

(1)  Program Studi merupakan unsur pelaksana teknis akademik yang 

melaksanakan pendidikan vokasional dalam satu jenjang pendidikan tertentu.  

(2)  Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih 

diantara Kelompok Dosen sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung 

jawab langsung kepada Direktur.  

(3)  Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekkes 

Kemenkes Surakarta atas usulan Ketua Jurusan dan akan dievaluasi 

kinerjanya secara berkala setiap tahun;  
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(4)  Penunjukan Ketua Program Studi dilaksanakan setelah penetapan Ketua 

Jurusan;  

(5)  Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan 

masa jabatan Ketua Jurusan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutan pada prodi yang sama; 

Pasal 53 

(1) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

49 ayat (4) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.  

(2) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan 

memiliki keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dikembangkan serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan 

 

Bagian Keempat 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 54 

(1)  Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 

(4) huruf e merupakan adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional 

tertentu yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu  

(2)  Jabatan Fungsional di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri dari 

Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum  

(3)  Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang pengangkatan dalam jabatan 

dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.  

(4)  Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang pengangkatan dalam jabatan 

dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. 
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(5)  Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta 

meliputi Dosen, Pustakawan, Auditor dan Arsiparis. 

(6)  Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta 

meliputi Pengadministrasi, Analis, Operasional, Pelayanan, Keuangan dan 

Petugas Keamanan.  

Pasal 55 

(1)  Kelompok Tenaga Fungsional adalah suatu kesatuan tenaga fungsional yang 

dikelompokan sesuai dengan bidang teknisnya.  

(2)  Kelompok Tenaga Fungsional Kependidikan pada jurusan merupakan 

kelompok tenaga pengajar yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Penunjang 

Akademik.  

(3)  Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya 

diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar 

di Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

(4)  Tenaga penunjang Akademik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan 

dan keahlianya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas 

utama menunjang kegiatan akademik di Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

(5)  Kelompok Teknisi pada masing-masing unit penunjang terdiri atas sejumlah 

teknisi dalam jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan bidang 

teknisnya.  

(6)  Kelompok Tenaga Fungsional dalam bidang administrasi terdiri atas sejumlah 

tenaga dalam jabatan fungsional di bidang administrasi.  

(7)  Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang pejabat 

fungsional senior yang ditunjuk diantara kelompoknya.  

(8)  Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing unit ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan. 

(9)  Jenis dan jenjang masing-masing tenaga fungsional diatur menurut peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  
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Bagian Kelima 

Pusat 

Pasal 56 

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan 

unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan 

mutu. 

(2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.  

(3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur. 

(4) Masa jabatan Kepala Pusat adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa 

jabatan Direktur dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih 

dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutan pada Pusat yang sama; 

 

Pasal 57 

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri atas: 

a. Pusat Penjaminan Mutu 

b. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

c. Pusat Pengembangan Pendidikan 

(2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.  

(3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur. 

 

Pasal 58 

(1) Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksanan di bidang penjaminan mutu 

yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Poltekkes 

Kemenkes Surakarta.  

(2) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang diangkat 

oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) 

tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Pusat Penjaminan 

Mutu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil 

direktur sesuai dengan bidang tugasnya. 



 
                                            STATUTA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | 50 

(3) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu 

pendidikan secara bertahap, sistimatis dan terencana dalam suatu program 

penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas  

(4) Pusat Penjaminan Mutu memiliki fungsi:  

a. Perencana dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik internal 

secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Surakarta;  

b. Penyusun perangkat dokumen kebijakan akademik, dokumen mutu, 

dokumen akademik yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu akademik;  

c. Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik;  

d. Pelaksanaan audit mutu akademik internal;  

e. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;  

 

Pasal 59 

(1)  Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana 

sebagaian tugas Poltekkes Kemenkes Surakarta di bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur.  

(2)  Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang 

Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 

untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

(3)  Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas 

mengelola kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.  

(4)  Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai fungsi: 

a. Perencana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

akan dilaksanakan oleh dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta;  
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b. Menampung, menyeleksi, dan mendokumentasi usulan atau proposal 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

c. Memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Poltekkes Kemenkes 

Surakarta;  

d. Mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang telah dilaksanakan oleh dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta;  

e. Mengelola penerbitan hasil penelitian;   

 

Pasal 60 

(1)  Pusat Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksana sebagaian tugas 

Poltekkes Kemenkes Surakarta di bidang pengembangan pendidikan dan 

laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur.  

(2)  Pusat Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang 

diangkat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 

(empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Pusat 

Pengembangan Pendidikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.  

(3) Pusat Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas mengelola kegiatan 

pengembangan pendidikan dan laboratorium.  

(4)  Pusat Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi:  

a. Merencanakan kegiatan peninjauan dan pengembangan kurikulum 

program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

b. Melakukan evaluasi dan pengembangan metode, media, teknologi dan 

strategi serta sistim penilaian (assessment) pembelajaran  

c. Merencanakan pengembangan kualitas dosen melalui pelatihan dan 

pendidikan  

d. Memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen dalam penyelenggaraan 

pendidikan  
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e. Melaksanakan penelitian pendidikan  

f. Menganalisis dan mengusulkan kebutuhan laboratorium untuk masing-

masing jurusan/prodi 

g. Menganalisis dan mengusulkan kebutuhan alat dan bahan laboratorium  

h. Menganalisis dan mengusulkan kebutuhan pemeliharaan / perbaikan alat 

laboratorium  

 

Bagian Keenam 

Unit 

Pasal 61 

(1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e merupakan unsur 

penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi 

informasi, laboratorium terpadu, perpustakaan terpadu, pengelola usaha, 

bahasa dan layanan pengadaan. 

(2) Unit dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.  

(3) Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh direktur. 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, unit dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 62 

(1)  Unit Informatika dan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagaian tugas 

Poltekkes Kemenkes Surakarta di bidang Informatika dan Teknologi 

pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur.  

(2)  Unit Informatika dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang 

diangkat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 

(empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit 

Informatika dan Teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya. 
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(3)  Unit Informatika dan Teknologi mempunyai tugas mengelola kegiatan 

informatika dan teknologi untuk menunjang kegiatan Tri Dharma perguruan 

tinggi, administrasi keuangan maupun kemahasiswaan.  

(4)  Unit Informatika dan Teknologi mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung 

aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  

b. Pengelola akses teknologi informasi untuk kepentingan seluruh sivitas 

akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

c. Pengelola sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang 

terintegrasi sesuai kebutuhan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan 

Jurusan/Program Studi.  

d. Menjamin kelancaran akses jaringan internet, hotspot dan intranet. 

e. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Poltekkes 

Kemenkes Surakarta dan seluruh Jurusan/Program Studi.  

f. Mengembangkan dan mengelola website Poltekkes Kemenkes Surakarta 

sebagai sarana penyebar informasi bagi khalayak umum.  

g. Membantu Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam hal pengadaan dan 

perawatan hardware  

h. Mengamankan aset Poltekkes Kemenkes Surakarta yang berupa 

hardware, software, dan produk-produk TIK yang dikembangkan 

Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

i. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunkasi 

di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan menyerahkan 

penyelesaiannya kepada Direktur  

Pasal 63 

(1)  Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana sebagaian tugas 

Poltekkes Kemenkes Surakarta di bidang Informatika dan Teknologi 

pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur.  

(2)  Unit Informatika dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang 

diangkat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 
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(empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit 

Informatika dan Teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya. 

(3)  Unit Informatika dan Teknologi mempunyai tugas mengelola kegiatan 

informatika dan teknologi untuk menunjang kegiatan Tri Dharma perguruan 

tinggi, administrasi keuangan maupun kemahasiswaan.  

(4)  Unit Informatika dan Teknologi mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung 

aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  

b. Pengelola akses teknologi informasi untuk kepentingan seluruh sivitas 

akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

c. Pengelola sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang 

terintegrasi sesuai kebutuhan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan 

Jurusan/Program Studi.  

d. Menjamin kelancaran akses jaringan internet, hotspot dan intranet. 

e. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Poltekkes 

Kemenkes Surakarta dan seluruh Jurusan/Program Studi.  

f. Mengembangkan dan mengelola website Poltekkes Kemenkes Surakarta 

sebagai sarana penyebar informasi bagi khalayak umum.  

g. Membantu Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam hal pengadaan dan 

perawatan hardware  

h. Mengamankan aset Poltekkes Kemenkes Surakarta yang berupa 

hardware, software, dan produk-produk TIK yang dikembangkan 

Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

i. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunkasi 

di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan menyerahkan 

penyelesaiannya kepada Direktur  
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Pasal 64 

(1) Unit Perpustakaan adalah unsur pelaksana sebagaian tugas Poltekkes Kemenkes 

Surakarta di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur.  

(2) Unit Perpustakaan oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur 

Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan 

kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Perpustakaan dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(3) Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola kegiatan perpustakaan untuk 

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perpustakaan dalam menunjang 

kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. 

(4) Unit Perpustakaan mempunyai fungsi :  

a. Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka  

b. Pemberian layanan dan pendayagunaan pustaka  

c. Pemeliharaan bahan pustaka  

d. Pelaksanaan layanan referensi  

e. Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan  

f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Perpustakaan di masing-masing 

Jurusan. 

Pasal 65 

 (1)  Unit Pengelola Usaha adalah unsur pelaksana sebagaian tugas Poltekkes 

Kemenkes Surakarta di bidang Pengelola Usaha yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur.  

(2)  Unit Pengelola Usaha oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur 

Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan 

kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Pengelola Usaha dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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(3)  Unit Pengelola Usaha mempunyai tugas mengoptimalkan sumber daya untuk 

tujuan profit sehingga membantu finansial Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

(4)  Unit Pengelola Usaha mempunyai fungsi:  

a. Mengelola dan mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki Poltekkes 

Kemenkes Surakarta;  

b. Membangun jejaring dan kemitraan dalam pengembangan unit usaha;  

c. Membangun citra corporate university, mengembangkan profesionalisme 

usaha berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).  

Pasal 66 

(1)  Unit Bahasa adalah unsur pelaksana sebagaian tugas Poltekkes Kemenkes 

Surakarta di bidang Informatika dan Teknologi pendidikan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.  

(2)  Unit Informatika dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang 

diangkat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 

(empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit 

Informatika dan Teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya. 

(3)  Unit Informatika dan Teknologi mempunyai tugas mengelola kegiatan 

informatika dan teknologi untuk menunjang kegiatan Tri Dharma perguruan 

tinggi, administrasi keuangan maupun kemahasiswaan.  

(4)  Unit Informatika dan Teknologi mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung 

aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  

b. Pengelola akses teknologi informasi untuk kepentingan seluruh sivitas 

akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

c. Pengelola sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang 

terintegrasi sesuai kebutuhan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan 

Jurusan/Program Studi.  

d. Menjamin kelancaran akses jaringan internet, hotspot dan intranet. 
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e. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Poltekkes 

Kemenkes Surakarta dan seluruh Jurusan/Program Studi.  

f. Mengembangkan dan mengelola website Poltekkes Kemenkes Surakarta 

sebagai sarana penyebar informasi bagi khalayak umum.  

g. Membantu Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam hal pengadaan dan 

perawatan hardware  

h. Mengamankan aset Poltekkes Kemenkes Surakarta yang berupa 

hardware, software, dan produk-produk TIK yang dikembangkan 

Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

i. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunkasi 

di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan menyerahkan 

penyelesaiannya kepada Direktur  

Pasal 67 

(1)  Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unsur pelaksana sebagaian tugas 

Poltekkes Kemenkes Surakarta di bidang layanan pengadaan barang dan jasa 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.  

(2)  Unit Layanan Pengadaan oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh 

Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun 

dengan kemungkinan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih 

dari 2 (dua) kali masa jabatan. Kepala Unit Layanan Pengadaan dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

(3)  Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas memberi layanan pengadaan 

barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan Poltekkes Kemenkes Surakarta.  

(4)  Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :  

a. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;  

b. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama PPK;  

c. Mengusulkan (bila perlu) perubahan HPS, spesifikasi teknis pekerjaan, 

dan rancangan kontrak kepada PPK;  

d. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;  
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e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website, papan 

pengumuman resmi, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan 

dalam Portal Pengadaan Nasional;  

f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau 

pascakualifikasi;  

g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran 

yang masuk;  

h. Menjawab sanggahan (bila ada);  

i. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 

PPK;  

j. Menyimpan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang asli;  

k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa 

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;  

l. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;  

m. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi 

informasi melalui LPSE (e-procurement);  

n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang 

telah dilaksanakan; dan 

o. Membuat pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil Pengadaan 

Barang/ Jasa kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ 

Pimpinan Institusi/ PA/ KPA. 

Bagian Ketujuh 

Satuan Pengawas Internal 

Pasal 68 

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) 

huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik 

untuk dan atas nama direktur. 

(2) Satuan Pengawas Internal (SPI) terdiri atas auditor intern dan dipimpin oleh 

kepala SPI. 
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(3) Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan.  

(4) Kebutuhan jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/ atau Sub-

Bag Kepegawaian dan Umum 

(5) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan persetujuan 

Dewan Pengawas untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan 

diangkat kembali. 

(6) Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur. 

(7) SPI memiliki tugas sebagai berikut:  

a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;  

b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem 

manajemen risiko; 

c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di 

bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, 

pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang 

kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manaJemen;  

e. membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan 

tersebut kepada pemimpin BLU dan dewan pengawas;  

f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata 

kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;  

g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, 

aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU;  

h. melakukan reviu laporan keuangan;  

i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan  

j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan 
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Bagian Kedelapan 

Komite Etik 

Pasal 69 

(1)  Komite Etik adalah satuan tugas di lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Surakarta yang bertugas mengawasi kepatuhan dan menyelesaikan 

pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai dan atau mahasiswa.  

(2)  Komite Etik secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur.  

(3)  Meskipun berkedudukan di bawah Direktur, Komite Etik dalam menjalankan 

tugas profesinya tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, 

memiliki integritas, professional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak 

terpengaruh oleh tekanan pihak manapun.  

(4)  Komite Etik dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Direktur 

Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk Masa kerja 4 (empat) tahun dengan 

kemungkinan diangkat kembali. 

(5) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite 

Etik mempunyai tugas : 

a. Berupaya mendisiplinkan perilaku profesional pegawai dan mahasiswa 

Poltekkes Kemenkes Surakarta;  

b. Mengawasi pelaksanaan kode etik pegawai dan mahasiswa Poltekkes 

Kemenkes Surakarta;  

c. Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara 

Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai dan atau 

mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta;  

d. Memberikan rekomendasi / pertimbangan bagi keputusan sanksi terhadap 

pelanggaran etika; dan 

e. Mengadakan tukar informasi dan konsultasi antar Komite Etik Poltekkes 

Kemenkes Surakarta dengan Badan PPSDM Kesehatan RI, Inspektorat 

Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan penegak hukum. 
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Bagian Kesembilan 

Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Pasal 70 

(1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi dengan 

mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehinga mahasiswa aktif 

mengembangkan potensinya 

(2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program 

magister (Strata 2), memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian 

dan sosial, memiliki sertifikat pendidik dan nomor induk dosen nasional.  

(3) Status dosen adalah dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu. Dosen 

tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga 

pendidik tetap. Dosen  tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan 

berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap. Dosen tamu adalah seseorang 

yang diundang untuk mengajar pada Poltekkes Kemenkes Surakarta pada 

waktu tertentu 

(4) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang pelaksanaan pendidikan 

maupun pengelola pendidikan yang terdiri atas :  tenaga perpustakaan, tenaga 

laboratorium,  teknisi, petugas kebersihan dan keamanan serta tenaga dengan 

sebutan lain yang bekerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta   

(5) Instruktur klinik adalah dosen dan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan 

yang bertugas memfasilitasi mahasiswa untuk mencapai kompetensi sesuai 

tuntutan  kurikulum. 

(6) Instruktur klinik sekurang – kurangnya memiliki pendidikan satu tingkat lebih 

tinggi dari pendidikan yang diselenggarakan dan mempunyai pengalaman 

teknis minimal 3 tahun. 
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Pasal 71 

(1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri dari atas asisten ahli, lektor, 

lektor kepala, yang diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang 

berlaku 

(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian jabatan akademik 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 72 

(1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen 

adalah: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

c. Memenuhi kualifikasi sebagi dosen  

d. Memiliki moral dan integritas yang tinggi 

e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa 

dan negara 

 

Pasal 73 

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak : 

a. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 

kerja;  

b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas 

kekayaan intelektual;  

c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber 

belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat;  

d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi 

keilmuan;  

e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan 

kelulusan peserta didik.  
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f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi 

profesi keilmuan.  

g. Mendapatkan tunjangan profesi sesuai ketentuan yang berlaku  

(2) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban : 

a. Melaksanakan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. 

c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni.  

d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang 

sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.  

e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, 

serta nilai-nilai agama dan etika. 

f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.  

g. Tugas pokok, wewenang, tanggungjawab dan etika dosen diatur dengan 

surat keputusan Direktur dengan memperhatikan rumusan Senat 

Poltekkes Kemenkes Surakarta 

h. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu 

memperhatikan etika yang berlaku. 

 

Pasal 74 

(1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas penunjang di bidang pendidikan, 

pustakawan, laboran, teknisi dan penunjang akademi lain 

(2) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang 

akademik diatur oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Bagian Kesepuluh 

Mahasiswa dan Alumni 

Pasal 75 

(1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah: 

a. Memiliki Ijazah minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

b. Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Poltekkes Kemenkes 

Surakarta. 

(2) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes 

Surakarta setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur 

tertentu. 

(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan prosedur untuk 

menjadi mahasiswa diatur oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

(4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

 

Pasal 76 

(1) Mahasiswa mempunyai hak : 

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan 

dan kaidah susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. 

b. Mendapat pengajaran, pelatihan dan pembimbingan yang sebaik-baiknya, 

sedapat mungkin sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan 

mahasiswa yang bersangkutan. 

c. Memanfaatkan fasilitas Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam 

penyelenggaraan kegiatan belajar atau dalam rangka kegiatan organisasi 

kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa 

dan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. 
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e. Menjadi anggota lembaga kemahasiswaan di lingkungan Poltekkes  

Kemenkes Surakarta dan ikut serta dalam kegiatan organisasi 

kemahasiswaan di Poltekkes  Kemenkes Surakarta. 

f. Memperoleh layanan kesejahteraan dan mendapat perlakuan secara adil 

serta tidak diskriminatif sesuai peraturan dan perundang undangan yang 

berlaku.  

g. Pindah ke Politeknik Kesehatan lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

Direktur. 

 

Pasal 77 

(1) Mahasiswa berkewajiban : 

a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan 

dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik; 

b. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain; 

c. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan; 

d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni 

sosial; 

e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi 

sesama mahasiswa; 

f. Mencintai dan melestarikan lingkungan; 

g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, 

keamanan, dan ketertiban lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta; 

h. Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 

i. Menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekkes Kemenkes Surakarta 

j. Mematuhi semua peraturan yang berlaku. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah 

bimbingan dan keteladanan dosen dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan 

terhadap mahasiswa. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur  Poltekkes Kemenkes Surakarta 
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Pasal 78 

(1) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat : 

a. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada  masyarakat.  

b. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar atau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Ketua Program Studi dapat mengusulkan kepada Ketua Jurusan, selanjutnya 

diteruskan kepada Direktur untuk diterbitkan surat keputusan dalam rangka 

mengakhiri kedudukan seseorang sebagai mahasiswa di Poltekkes  Kemenkes 

Surakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 79 

(1) Organisasi kemahasiswaan Poltekkes  Kemenkes  Surakarta diselenggarakan 

dari, oleh dan untuk mahasiswa, yang merupakan sarana pengembangan diri 

mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan 

serta integritas kepribadian melalui  kegiatan ekstra kurikuler, yaitu kegiatan 

kemahasiswaan yang meliputi penalaran keilmuan, minat dan kegemaran, 

upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa di lingkungan Poltekkes  

Kemenkes Surakarta serta kegiatan sosial. 

(2) Organisasi kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas :  

a. Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Poltekkes Kemenkes Surakarta 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekkes  Kemenkes Surakarta 

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMP) 

d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

e. Kepramukaan 

f. dll 

(3) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, keanggotaan, kepengurusan, masa kerja dan 

pembiayaan organisasi kemahasiswaan diatur secara bersama atas dasar 

musyawarah untuk mufakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. 
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(4) Susunan kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan  

Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan 

Himpunan Mahsiswa Jurusan (HMJ) serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

disahkan dengan Keputusan Direktur. 

 

Pasal 80 

(1) Alumni Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah seseorang yang tamat 

pendidikan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta 

(2) Organisasi Alumni Poltekkes Kemenkes Surakarta bernama Keluarga Alumni 

Poltekkes Surakarta (KASTA).  

(3) Keluarga Alumni Poltekkes Surakarta (KASTA) bertujuan untuk membina 

hubungan dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam upaya menunjang 

pencapaian tujuan pendidikan tinggi dan kesejahteraan anggota. 

(4) Keluarga Alumni Poltekkes Surakarta (KASTA) ditetapkan dengan SK 

Direktur dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Direktur. 

 

Bagian Kesebelas 

Sarana  dan  Prasarana 

Pasal 81 

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal 

dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi 

pengelolaan kekayaan milik negara. 

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal 

dari masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat Poltekkes Kemenkes 

Surakarta 

(3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Kemenkes Surakarta 

diatur oleh  Direktur dengan pertimbangn  Senat. 
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Pasal 82 

Pemeliharaan, pengembangan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana 

yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan tanggung jawab Direktur 

sesuai peraturan yang berlaku.  

 

Bagian Kedua Belas 

Pengelolaan Anggaran/ Pembiayaan 

Pasal 83 

(1) Sumber pembiayaan diperoleh dari Pemerintah, Masyarakat dan pihak lain. 

(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, baik dalam bentuk anggaran 

rutin maupun anggaran pembangunan diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan 

pada prinsip pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 

(5) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 84 

(1) Otonomi Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam bidang keuangan mencakup 

kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang 

berasal   dari masyarakat dikelola melalui Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (PK BLU) 

(2) Poltekkes  Kemenkes Surakarta menyelenggarakan sistem pelaporan dengan 

Sistem Akuntansi Keuangan (SAP dan SAK) 

(3) Pembukuan keuangan Poltekkes  Kemenkes Surakarta diperiksa oleh Satuan 

Pemeriksa Internal (SPI) dan Konsultan Akuntan Publik (KAP), Aparat 

Pemeriksa Internal Pemerintahan (APIP) serta aparat pengawasan fungsional 

Pemerintah yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  
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Pasal 85 

(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekkes Kemenkes Surakarta 

harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.  

(2) Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menyusun usulan struktur/pola tarif 

dan tatacara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari 

masyarakat dengan persetujuan Dewan Pengawas.  

 

Bagian Ketiga Belas 

Kerjasama 

Pasal 86 

 

(1) Kerjasama yang dimaksud adalah kesepakatan kerja kedua belah pihak antara 

Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan Intitusi lain yang terkait dalam rangka 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

(2) Poltekkes Kemenkes Surakarta dapat melakukan kerjasama akademik dan 

non akademik dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain baik 

di dalam maupun di luar negeri. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu 

dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

(4) Mekanisme kerjasama dengan institusi lain diawali dengan adanya 

pengkajian kebutuhan, penjajakan kemungkinan kerjasama, menuangkan 

kesepakatan kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding 

(MoU),  Penandatanganan perjanjian kerjasama dalam bentuk Memorandum 

of Agreement (MoA), pelaksanaan kerjasama, monitoring evaluasi dan 

peninjauan kembali MoU dalam periode waktu yang disepakati. Kerjasama 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku pada kedua belah pihak. 
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BAB V 

SISTEM PENJAMINAN MUTU 

Pasal 87 

Sistem Penjaminan Mutu Internal 

 

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh pusat penjaminan 

mutu, di tingkat Jurusan dilaksanakan oleh penanggungjawab penjaminan 

mutu yang bertugas melaksanakan penjaminan mutu di seluruh program studi 

yang ada di jurusan. 

(3) Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internalmengacu pada 

Visi, Misi, dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan dilaksanakan serta 

ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku;  

(4) Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal dilaksanakan dalam 

bentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan diatur melalui kebijakan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal yang ditetapkan oleh Direktur. 

(5) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas publik 

dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mendapatkan akreditasi 

Prodi dan institusi secara berkala dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(6) Pelaksanaan akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal dilakukan 

oleh Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) atau Lembaga 

Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKES) 
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BAB VI 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 

Pasal 88 

(1) Selain peraturan perundang-undangan yang sudah ada, di Poltekkes Kemenkes 

Surakarta juga berlaku peraturan internal. 

(2) Peraturan internal Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas:  

a. Keputusan Senat  

b. Peraturan Direktur 

c. Keputusan Direktur 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan di lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Surakarta diatur dalam Peraturan Direktur yang disetujui 

oleh Senat. 
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BAB VII 

PENDANAAN DAN KEKAYAAN 

Bagian Kesatu 

Pendanaan 

 

Pasal 89 

Umum 

(1)  Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi 

yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. 

(2)  Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi dapat juga berasal dari sumber lain : 

a. Masyarakat; 

b. Biaya pendidikan 

c. Unit usaha  

d. Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi 

e. Pengelolaan kekayaan 

f. Sumbangan lain yang tidak mengikat; dan/atau 

g. Pinjaman. 

(3)  Penerimaan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

penghasilan selaku institusi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(PK-BLU) yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan 

negara bukan pajak. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mengacu pada ketentuan yang berlaku  

(5)  Penggunaan anggaran mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

(6)  Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
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Bagian Kedua 

Kekayaan 

 

Pasal 90 

(1) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas:  

a. aset tetap  

b. aset bergerak/ lancar; dan  

c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Poltekkes Kemenkes 

Surakarta. 

(2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 

paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh 

maupun sebagian oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

 

Pasal 91 

(1) Pengelolaan kekayaan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Poltekkes 

Kemenkes Surakarta. 

(2) Pengelolaan kekayaan dikelola secara swakelola, tertib, efisien, efektif, 

transparan, akuntabel dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengelolaan kekayaan dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip 

pengendalian internal yang benar. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 92 

(1) Untuk penyesuaian pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surakarta berdasarkan 

statuta ini, ditetapkan masa transisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 

1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal disahkannya statuta ini. 

(2) Selama masa transisi, peraturan-peraturan pendukung statuta lama dinyatakan 

masih berlaku sejauh tidak bertentangan dengan statuta ini. 

(3) Bilamana diperlukan statuta ini dapat ditambah, dikurangi atau diubah oleh 

Senat Poltekkes Kemenkes Surakarta atas prakarsa atau usulan dari Direktur 

Poltekkes Kemenkes Surakarta selama tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh Menteri.  

(4) Statuta yang telah mengalami penambahan, pengurangan ataupun perubahan 

harus dianggap sebagai statuta yang asli.  
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 93 

(1) Statuta dinyatakan berlaku setelah ditandatangi oleh Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia 

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal……………………2019 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK 

INDONESIA 

 

 

ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal ………………… 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
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